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Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110
          
Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama	:	Muhamad Zainal Arifin, S.H.
	Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 28 Februari 1983
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Advokat
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Alamat Lengkap	:	Jl. Tambak Wedi Baru XV-A/21 Surabaya
	Email	: 	zainal.arifin83@gmail.com
	HP	: 	081-803 160416
Selanjutnya memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910 B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, Telp/Fax: 021-574 7051, Selanjutnya disebut “Pemohon”.  

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 2016”), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 1945”). 

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang  terhadap UUD 1945: 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU MK”) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

3. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.”

Pasal 70 ayat (3):
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

Pasal 70 ayat (4):
“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.”

Pasal 70 ayat (5):
“Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:
Pasal 27 ayat (1):
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3):
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

5. Bahwa pokok permohonan uji materi diakibatkan karena ketentuan pasal a quo yang diuji telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment), dimana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri. Sedangkan pejabat lainnya harus berhenti dari jabatan atapun mengundurkan diri, termasuk bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain dan pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (vide Pasal 7 ayat (2) huruf p, s, t dan u UU No. 10 Tahun 2016). Padahal justru petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah sangat berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan intimidasi dengan melakukan  pemecatan atau mutasi setelah masa cuti kampanye berakhir. 

6. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.


II.   Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 
  a.  Perorangan warga negara Indonesia; 
  b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan     perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
  c.   Badan hukum publik atau privat; atau
  d.  Lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal a quo yang diuji.

3. Bahwa merujuk kepada Putusan MK sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan  jaminan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 

5. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih supaya pelaksanaannya dilaksanakan secara fair dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah. Namun nyatanya, ketentuan a quo diuji yang memuat ketentuan yang memberi perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

6. Bahwa jika ketentuan a quo yang diuji tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan pemilihan secara demokratis, karena petahana berpotensi melakukan kecurangan akibat adanya ketentuan  a quo yang tidak mewajibkan mengundurkan diri.

7. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka  Pemohon   sebagai Warga Negara Indonesia benar-benar telah dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk  mengajukan  permohonan  a quo.

III. Alasan-Alasan Pengujian 

1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu berhenti dari jabatannya, tetapi cukup mengajukan cuti kampanye.

Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain”:
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.”

Pasal 70 ayat (3):
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”

Pasal 70 ayat (4):
“Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.”
Pasal 70 ayat (5):
“Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p UU No. 10 Tahun 2016 memberikan persyaratan berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota hanya bagi yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Sedangkan untuk petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu berhenti dari jabatannya tetapi cukup melakukan cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016. 

3. Bahwa ketentuan pasal a quo yang diujikan memuat ketentuan yang memberi perlakuan istimewa dan berbeda kepada petaha yang mencalonkan diri lagi dengan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan pasal a quo telah berlaku diskriminatif kepada sesama Warga Negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan, membeda-bedakan perlakuan persyaratan antara calon yang berkedudukan sebagai petahana dengan calon yang berkedudukan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain, ataupun calon yang berstatus PNS dan calon yang berstatus anggota TNI/POLRI, serta pejabat BUMN/BUMD;

4. Bahwa khusus bagi petaha, apabila hendak mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada, cukup hanya melakukan cuti kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016, sedangkan bagi calon lainnya harus berhenti dari jabatannya atau mengundurkan diri;

5. Bahwa petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat/pegawai negara lainnya yang telah mengundurkan diri atau berhenti, karena posisi petahana yang menjadi calon masih berstatus sebagai kepala daerah;

6. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1):
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3):
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

7. Bahwa ketentuan pasal a quo yang diuji yang memberikan kelonggaran bagi petahana secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (fairness) bagi calon lainnya. Seharusnya petahana juga harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah sebagaimana anggota DPR, DPD dan DPRD, ataupun calon yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah lain, anggota TNI, Polri, atau PNS agar tidak terjadi konflik kepentingan;

8. Bahwa dalam Putusan MK sebelumnya yakni dalam Putusan MK No.17/PUU-VIII/2008 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kepala daerah yang mencalonkan diri harus berhenti dari jabatannya,  telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pada waktu itu, MK memutuskan bahwa ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 inkonstitusional dengan alasan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara dimana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa anggota DPR/DPRD tidak perlu mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

Pertimbangan Putusan MK No.17/PUU-VIII/2008 halaman 55:
“………Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.” 

9. Bahwa mengacu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dikaitkan dengan persyaratan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016, seharusnya ketentuan undang-undang tidak lagi menerapkan perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara atau membeda-bedakan persyaratan antara calon yang berasal dari petahana dengan calon lainnya yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD, ataupun kepala daerah yang berasal dari daerah lainnya, pejabat di BUMN/ BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/POLRI. Jika memang politik hukum menghendaki bahwa calon kepala daerah wajib berhenti dari jabatan publik supaya tidak ada konflik kepentingan, maka ketentuan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh calon, termasuk petahana yang mencalonkan diri kembali. Begitu pula, jika politik hukum menghendaki persyaratan calon kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi hanya cuti kampanye, maka ketentuan tersebut juga berlaku terhadap calon lainnya seperti anggota  DPR, DPD, dan DPRD, kepala daerah yang berasal dari daerah lain, menjabat di BUMN/ BUMD, maupun yang berstatus PNS, dan anggota TNI/POLRI;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

IV. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
1.1. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa “yang mencalonkan diri di daerah lain” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.3. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.4. Menyatakan Pasal 70 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat Saya,



Muhamad Zainal Arifin, S.H.                   
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